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I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun J 945; 

a. bahwa untuk mewujud.kan hak konstitusional setiap warga 
negara sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup 
yang sehar dan bcn,ih dari air limbah yang bcrasal dari 
rumah tangga serta dapat menimbulkan dampak negatif 
terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka 
Pemerintah Daerah perlu menjamin perlindungan hak asasi 
manusia dan berupaya untuk memberikan pengelolaan air 
limbah domestik secara berkclanjutan; 

b. bahwa d9lam rangka memperkuat, mcnsosialisasikan dan 
meneraplcan upaya perilalru hidup bersih, schat dan 
tcrbcbas dari pcnccmaran lingkungan dan sumber air dari 
dampak negatif air limbah domestik dengan kondisi buang 
air besar sembarangan (B."'8S) dan belum rnemadainya 
pengelolaan air limbah domcstik di kabupaten Sarolan_gun, 
maka perlunya Peraturan Daerah tentang pengelolaan air 
limbah domestik kabupatenSarolangun; 

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air limbah 
merupakan sub urusan pemerintahan dibidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang yang harus dilaksanakan 
Pemerintah Daerah, maka diperlukan kcjelasan tugas dan 
wewenang Pemerintah Daerah serta kewajiban masyarakat 
dalam pengelolaan air limbah Domestilc; 

d, bahwa berdasarlcan pertimbangiu, sebagaimana dimaksud 
dalaro huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraruran Daerah tcntang Pcngelolaan Air Llmbah Domestik; 

BUPATI SAROU\NGUN, 

DENGAN RAflMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PENGEWLAAN AIR UMBAH DOMESTIK 

TENTANG 

NOMOR 9 TAHUN 2017 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 

BUPATlSAROLANGUN 
PROVINS! JAMB! 

Mengingat 

Menimbang 

• 
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2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pcmbcntukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3903) sebagaimana telah diubab dengan Undang­ 
Uodang Nomor 14 Tahun 2000 (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

3. Undang-Undangl'lomor 32 Tahun 2009 tentang Per\indungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

4. Undaog-Undaog Nomor I Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Pcnn11kimao (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

5. Undaog-Undaog Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Repubik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telab 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undaog Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 56 79); 

7. Peraturan Mcntcri Linglrungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.68/menlhk/Setjen/kum.1/8/2016 tcntang Baku Mutu Air 
Limbah Oomestik (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1323); 

8. Peraturan Meoteri Pekerjaan Umum dan Pcrumahan Rakyat 
Nomor 04/PRT/M/2017tentang Penyelaoggaran Sistem 
Pengelolaan Air Limbah Oomcstik (Serita Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 20 I 7 Nomor 456); 

9. Peraturan Oaerab Nomor 3 tahun 2004 tentang 
Pengcndalian Pcmbuangan Llmbah Cair (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor 3, Seri C Nomor 
2); 

10. Peraturan Oaerah Kabupateo Sarolangun Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembenrukan dan Susunan Perangkat Oaerah 
{Lcmbaran Oacrah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 
Nomor 5); 
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Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sa.rolangun. 
2. Pcmcrintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
yang menjadi kewenangan daerah otonomi; 

3. Bupati adalah Bupati Sarolangun; 
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presideo 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerint:ahan negara 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun J 945. 
S. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sa.rolangun yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyclenggara daerah otonomi daerah; 

6. Perangkat Daerah adalah adalah unsur Pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 
Sekretariat Dewan Perwakilan RakYat Daerah, lnspektorat. Dinas, Badan, 

dan Kecamatan. 
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi terkait yang berwenang dalam 

pengelolaan air Jimbah. 
8. $umber air adalah badan air dao air tanah baik pennukaan ataupun air 

bawah tanah. 

Bagian Kesatu 

Pengcrtian/Definisi 

Pasal l 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEWLAAN AIR LfMBAH 
OOMESTIK. 

MEMUTUSKAN: 

BUPA11 SAROu\NOUN 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 

Dengan Persetujuan Bersama 
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9. Badan air adaJah kumpulan air yang hesarnya antara Jain bergantung pada 
relief permukaan bumi, curah hujan dan suhu, misal sungai, rawa, dacau, 
Jaut dan samudra. 

10. Air Jimbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau 
kegiatan permukiroan (real estate), rurnah makan (rcstauran), perkantoran, 
pemiagaan, hotel, apanemen dan asrama. 

l l. Sistem PengeJolaan Air Llmbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, 
adaJah serangkaian kegiat.an pengelolaan air limbah domestik dalam satu 
kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. 

12. Penyelenggaran SPAID adalah serangkaiao kegiatao dalam melaksaoakao 
pengemhangao dan peogeJolaan prasaraoa dao saraoa uotuk peJayanan air 
Jimbah domestik 

13. Sistem Pengelolaan Air Llmbah Oomestik Terpusat yang seJanjutnya 
disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan 
mengalirkan air Jim bah domestik dari sumber secara koJektif ke Sub-sistetn 
Pengolahan Terpusat untuk diolah sebclum dibuang ke badan air 
permukaao. 

14. Sistem PengeloJaan Air L.imbah Domestik Setempat yang selanjutnya 
disingkat SPALD-S adalah sistcm peogeloJaan yang dilalrukan dcngan 
mengoJah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selaojutnya lumpur 
basil olahan diangkut dengan sarana pengangkut kc Sub-sistem Pengolahan 
Lumpur Tinja. 

I 5. Unit PeJayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengum.pulkan air 

limbah domcstik dari rumah, 
16. Unjt Pengumpulan adalah prasarana dan saraoa uotuk mengumpulkan air 

limbah domestik dari unit peJayanao mclalui jaringao perpipaan ke unit 
pengoJahan terpusat. 

17. Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarans untuk mengolah air 
limbah domestik dan lumpur seeara terpusat, 

18. lnstalasi Peogolahan Lumpur Tinja yang selaniumya disingkat rPLT adalah 
instalasi pcngolahao air limbah yang selanjutnya hanya menerima dan 
mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-ststem Pengolahan Sctcmpal. 

19. Unit PengoJahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk 
mcngumpulkao dao mengolah air limbah domestik secara setempat. 

20. Unit Pengangkutan adalah sarana pcngaogkut Jumpur tinja ke unit 
pengoJahan lumpur tinja 

21. Unit Pengolahao Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana uotuk 

mengolah Jumpur tinja di IPLT. 
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22. tnstalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat lPALD 

adalah bangunan air yang bcrfungsi untuk mengolah air limbah domestik. 
23. Balru mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur 

pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari 
satu jenis kegiatan tertentu, 

24. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang 
akan dilakukan secara menyeluxuh dan terpadu terkait dengan aspek fisik 
dan aspek non fisik. 

25. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau 
memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan 
air limbah domestik. 

26. Pemantauan adalah kcgia.tan pengamatan mcnyelurub dan terpadu sejak 
tabap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah 
domestik. 

27. Evaluasi adalah kegiatan pcnilaian tcrhadap seluruh perencanaan, 

pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantuan penyelanggaraan 
pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan 
perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik. 

28. Orang adalah seorang dan/atau badan bukum. 
29. Operator air limbah domestik adalab unit yang melaksanakan operasi dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat 

berbcotuk unit pclaksana tckois, badao usaha milik daerah, koperasi, 
badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat, yang memperoleh 
kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

30. Badan adalab sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesaruan, baik yang melakukan usaha maupun yang lidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
tainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD),dan Sadan Usaha Milik Desa (BUM·Des) deogan nama dan dalam 
bentuk apapun, lirma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekuruan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau 
organisasi lainoya, lcmbaga, dao beotuk badao lainoya tcrmasuk kontrak 
investasi kolcktil dan bentuk usaba tetap. 

31. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan bukum mcmiliki 
hak dan kewajiban atau meojadi subyck bukum. 

32. EOucn adalab air buangan basil dari pengolaban instalasi air funbab 
domestik yang memenuhi syarat baku mutu lingkungan. 
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Sasaran pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari : 

a. penamahan dan permukiman; 
b. hotel, asrama/wisrna dan rumah susun; 

c. perkantoran; 
d. n1mab makan atau restoran; 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 
Sasaran 

Pasal 3 

Tujuan Pengelolaan Air Llmbah Oomestik adalah : 
a. terkendalinya pembuangan air limba.h domestik; 
b. terlindunginya kualitas dan kuantitas air tanah dan air permukaan; 
c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan air yang layak 

dikonsurnsi; 
d. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya 

sumber day-a air. 
e. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian pelaku usaha dan masyarakat 

dalam pelestarian sumber daya air. 

f. Mclindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup. 

b. keterpaduan; 
c. keberlanjutan; 
cl. efektifitas 
e. keadilan; 

r. kehati-hatian; 
g. partisipatif; dan 
h. kebermanfaatan; 

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas: 
a. tanggungjawab; 

Pasal 2 

Bagian Kedua 
Asas dan Tujuan 

33. lostalasi Pengelolaa.n Air Limbah yang sclanjutnya di singkat IPA!, adalah 
tempat pengolahan air limbah domestik seblngga memenuhi baku 
mutu yang ditetapkan, 

34. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah prasarana 
umum pembuangan air limbah domestik. 
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Sagian Kedua 
SPAW-$ 

Pasal 8 
Komponen SPALO-S sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 5 ayat (1) huruf a, 

terdiri atas: 

Pasal 7 

Dalam hal permukiman baru tidak termasuk dalam skala cakupan pelayanan 
SPALO-T skala permukiman dan skala perkotaan, pennukiman baru tersebut 
harus membuat SPALO-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPALO-T 
skala pennukiman sesuai persyaratan reknis yang berlaku. 

Pemilihan SPALO sebagaimana cfunaksud dalam Pasal 5 ayat (l) d.ilakukan 
dengan mempcrtimbangkan : 

a. rencana tata ruang wilayah; 
b. rencana induk pengelolaan air limbah domestik; 
c. zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran limbah; 
d. cakupan pelayanan; 
e. kepadatan penduduk; 
r. kedalaman muka air tanah; 

g. permebilitas tanah; 
h. kerniringan tanah; dan 
,. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. 

Pasal 6 

(1) SPALO terdiri terdiri dari: 
a SPALO.S; dan/atau 
b. SPALO-T. 

(2) Air Limbah Oomestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. air limbah kakus; clan 
b. air limbah non kakus. 

BABU 
SJSTEM PENGELOv.AN AIR UJ,ffiAH DOMESTIK 

Bagian Kesatu 
SPAW 

Pasal 5 

e. pusat perbelanjaan; 

f. prasarana sosial clan umum. 
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(I) Lumpur tinja yang terbentuk di tanglci septik dengan sistem resapan unit 
pengolaban setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) buruf a, 
harus disedot, diangkut dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal. 

(2) Lumpur tinja yang terdapat di biolilter dan/atau unit pengolahan air limbah 
pabrikasi Jainnya pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (21 buruf b dan c, barus di sedot, diangkut, dan diolab di 
IPLT secara berkala dan r.erjadwal sesuai dengan spesifikasi pabrik. 

(3) Lumpur tinja basil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat harus 
disedot secara berkala paling lama 3 {tiga) tabun sekali. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyedotan secara berkala dan 
terjadwal ditetapkan dengan peraturan Bupati, 

Pasal JO 

(1) sub-ststem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah domestik 

dari rumah tinggal dan/atau kamar mandi, cuci dan kakus/wc. 
(2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 

dapat berupa: 
a. tangki scptik dengan sistem resapan; 
b. biolilter; clan/ atau 
c. unit pengolaban setempat air limbah domestik pabrikasi dan lainnya 

sesuai perkembangan tcknologi dan dinyatakan Jayak secara teknis oleh 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pads ayat (1), 
berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas: 
a. skala individual; dan 
b. skala komunal. 

(4) Skala individual sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a 
diperuntukkan l (satu) unit n•mab tinggal 

(5) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan: 
a. 2 (dua) sampai dengan IO (sepuluh) unit rumab tinggal dan/atau 

bangunan; dan/atau 
b. mandi Cuci Kalrus (MCK). 

Pasal 9 

a. sub-sistern pengolahan seternpat; 
b. sub-sistem pengangkutan; dan 
c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja. 
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(1) Cakupan peJayanan skala perkotaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
buruf buruf a, untuk lingkup perkotaan dan/ atau regional dengan minimal 
layanan 20.000 [dua pulub ribu) jiwa. 

(2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagimana dimaksud dalam Pasal 
I 3 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) 
sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa. 

(3) Cakupan pelayanan skala kawasan terteotu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 huruf c, untuk kawasan komersial dao kawasan rumah susun. 

Pasal 14 

Cakupan pelayanan SPALD· T sebagaimana dimaksud daJam Pasal 5 ayat (1) 

huruf b, meliputi: 
a. skala perkotaan; 
b. skala permukiman; dan 
c. skala kawasan tertentu. 

Bagian Ketiga 
SPALD-T 

Pasal 13 

Pasal 12 

(I) Sub-sistem PcngoJahan Lumpur Tioja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf c, merupakan prasana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja 

berupa IPLT. 
(2) JPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilengkapi dcngan prasarana dan 

sarana scbagai berikut: 
a. prasarana urama; dan 
b. prasarana dan sarana pendukung, 

(3) Prasarana dan sarana IPLT scbagaimana di maksud pada ayat (2) harus 

mendapatkan izin sesuai perawran perundang-undangan. 

( I) Sub-sistem Pcngangkutan sebagaimaoa dimaksud daJam Pasa! 8 huruf b, 
merupakan sarana untuk memindahlran lumpur tinja dari Sub-sistem 
Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja, 

(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan 
pengangkutan yang dilengkapi dengan tangki pcnampung dan alat penyedot 

lumpur tinja. 
(3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal 

khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja. 

PnsaJ 11 
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Pasal 19 

( t) Sub-sistem Pcngolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah 
domestik yang dialirkan dari sumber melahri Sub-sistem Pelayanan dan 
Sub-sistem Pengumpulao. 

(1) Sub-sistem pengumpulan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, 
merupakan prasarana dan sarana untuk meoyalurkan air limbab domestik 
metalui perpipaan dari SUb-sistem Pelaya.nan ke Sub-sistem Pengolahan 
Terpusat. 

(2) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
secara terpisah antara jariogan drainase dan jaringan peogumpul air Umbab 

domestik. 

Pasal 18 

Pasal 17 

(1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, 
merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limba.h domestil<. 
dari sumber melalui perpipaan ke SUb-sistem Pcngumpulan. 

(2) Prasarana dan sara.na sebagaimana dimalcsud pada ayat ( 1 ), terdiri dari : 
a. pipa tinja; 
b. pipa non tinja; 
c. bak penangkap lemak dan minyak dari dapur; 
d. pipa persil; 
e. bale kontrol; dan 
f. lubang inspeksi. 

Pasal 16 

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, 
terdiri dari: 
a. sub-sistem pelayanan; 
b. sub-sistem pengumpulan; 
c. sub-sistem pengolahan terpusat; 

PasaJ 15 

(1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan 

SPALD-T skala perkotaan atau skala pennukiman yang sudah terbangun, 
harus disambungkan dcngan SPALD-T tersebut, 

(2) Rumah dan/ a tau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan 
SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, 
harus membuat SPALD sesuai peraruran yang berlaku. 
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Perencanaan SPALO sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 huruf a, meliputi: 
a. rencana induk; 
b. studi kelayanakan; dan 
c. perencanaan teknis, 

PasaJ 23 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

Penyelenggaraan SPALO meliputi: 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan lconstruksi; 
c. operasi dan pemeliharaan; 
d. pcmanfaatan; dan 

e. pemantauan dan evaluasi. 

Pasal 22 

BAB ITI 

PENYELENGGARMN 

(I) Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub-sistem Pengolahan 
Terpusat dilakukan dengan cara: 
a pengolahan fisik; 
b. pengolahan biologis; dan/atau 
c. pengolahan kimiawi. 

(2) Ketentuan lebih Ianjut mengenai proses pengolahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) diatur dalam Pcraturan Bupati. 

Pasal 21 

Pasal 20 

(!) lPALD sebagaimana climaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri atas: 
a. Prasarana utama; dan 

b. Prasarana dan sarana pendukung. 
(2) Prasarana dan sarana !PALO sebagaimaoa dimaksud pada ayat ( l) harus 

mcndapatkan izin scsuai dengan ketentuan peraturanperundangan yang 
berlaku. 

12) Prasarana <Ian sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (!) berupa !PALO 
meliputi; 
a. !PALO kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau 
b. !PALO permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau 

skala kawasan tertentu. 



Setiap orang wajib melakuka.n operasi dao pemeliharaan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

Pasal 28 

Bagian Kctiga 
Operasi dan Pemel.ibaraan 

(I) Pelaksaoaan koostruksi SPALD scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 
huruf b, harus dilakukan dengao prinsip berwawasao lingkungan. 

(2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud da1am Pasal 22 
buruf b, dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Pasal Z7 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Konstru.ksi 

(1) Perencanaan tcknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, disusun 
berdasarkao: 
a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan; 
b. kelayakan teknis, ekonomi, dao keuaogan; clan 
c. kajian lingkungan, sosial, bukum, dan kclcmbagaan. 

(2) Perencanaan teknis SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, 
standar, prosedur, dan !criteria yang ditetapkan da1am ketentuan 
perundang·undangan. 

Pasal 26 

( l) Studi kclayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, disusun 
berdasarkan: 
a. rencana indu.k SPALD yang telah ditetapkan; 
b. kelayakan teknis, ekonomi, dao keuangan; dao 
c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan. 

(2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (1ima) tahun. 

Pasal 25 

Pasal 24 

(J) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 buruf a, ditetapkan 
unruk jangka wakru 20 tabun, dan dilakukan peninjauan ulang atau 
evaluasi setiap lima tahun sekali. 

(2) Rencana lndu.k SPALD ditetapkan dengan Peraturan Bupali 
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Pasal 31 

(I) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan 
evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD. 

(2) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh 
pemerintah Daerah. 

(3) Pcmantauan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan 
terten tu dilakukan oleh operator air limbah domestik. 

(4) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pemerintah Daerah 
secara berkala melalui SKPD terkait pengelolaan limbah domestik. 

Pasal 30 

(1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik 
maupun non fisik. 

(2) Evaluasi dilaksanakan terbadap basil perencanaan, pe.mbangunan dan 
operasional dalam penyelenggaraan SPAW. 

(3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja 
SPALD. 

(4) Pemantauan dan evaluasi SPAW-S dilakukan oleh individu atau kelompok 
masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah. 

Bagian Kelirna 

Pemantauan dan Evaluasi 

{I) Setiap orang dapat mernanfaatkan efluen air limbab domestik dan/atau 
lumpur basil pengolahan unruk kcperluan tertentu. 

(2) Pemanfaatan clluen air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayal 
( 1) harus memenuhi ketenruan sebagai berikut; 

a. telah memenuhi ambang batas baku mutu; 
b. tidak menyebabknn pencemaran lingkungan; dan 
c. ada izin dari pengelola terbadap sisa air limbah domestik di JPAL. 

(3) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan etluen air limbah domestik 
unruk keperluan yang bernilai ekonom.i harus mengjkuti ketentuan yang 
berlaku. 

(4) Ketentuan lebib lanjut tentang pemanfaatan efluen air limbah domestik 
dan/atau lumpur basil pengolahan diatur lebih lanjut dengan peraturan 
Bupati. 

Pasal 29 

Bagian Keempat 
Pemanfaatan 
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(1) Untuk mclaksanakan rugas sebagi,imana dimaksud dalam Pasal 32, 
Pemerinr.ah Daerah mempunyai kewewenangan: 
a. meningkatkan kapasitas kclcmbagaan pengelolaan air limbah domcstik; 
b. pengcmbangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

pengelolaan air limbah domestik; 
c. mengemba.ngkan dan meningkatkan prasarana dan sarana pengelolaan 

air limbah domestik; 
d. mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Oaerah untuk penyelenggaraan pengelolaan air limbab domestik; 
e. menetapkan kebijakan dan strategis SPA!rO 

f. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/ atau pelaku usaha dalam 
penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik; 

g. membe.rikan bantuan teknis pengembangan prasarana dan sarana air 
limbab domestik pada kecarnatan, keluraban dan desa; 

h. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah 
domestik dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPMI. 

,. mclakukan pengawasan pengelolaan air limbab domestik 

Pasal 33 

Bagian Kedua 
Wewenang 

Pemerintah Dae.rah bertugas: 
a. menyusun rencana SPALO secara menyeluruh yang meliputi rencana induk, 

studi kelayakan dan rencana teknis; 
b. menetapkan, membangun dan/atau mengcmbangkan prasarana dan sarana 

SPALD dengan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi; 
c. melaksanakan pendidikan, pcnyuluban dan sosialisasi serta pembinaan 

dalamrangka menumbuh-kembangkan kcsadaran masyarakat untuk 
mengelola air limbah domestik; 

<L memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai 
upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD; dan 

e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator 
SPALD-T dan SPALO-S. 

BABIV 

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH 

Bagian Kesatu 
Togas 

Pasal 32 
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BABV 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesaru 
Hak 

Pasal 35 

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, setiap orang berhak unruk: 
a. akses informasi dan akses partisipasi, pelaksanaan, dan pengawasan 

pengelolaan air limbah; 
b. memberikan usulan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah 

atau pengelola air limbah domestik; 

Pasal 34 
Kelembagaan 

(1) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh lembaga pengelola SPAJ,D. 
(2) Lembaga pengelola SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat 

berbentuk: 
a. Kclompok Swadaya Masyarakat; 
b. Perangkat Daerah; 
c. Unit Pelaksana Teknis; 
d, Badan Layanan Umum Daerah; dan/atau 
e. Badan Usaha Milik Oaerah. 

j. melakukan pengawasan pemenuhan baku muru hasil olahan air limbah 
domestik yang dibuang kc media lingkungan; dan 

k, melaku.kan pengawasan pemenuhan persyaratan alat angkut dan jadwal 
penyedotan terjadwal lumpur tinja. 

(2) Pemerintah Daerah berwcnang : 
a. me1aksanakan SPALD sk:ala permukiman atau skala kawasan tcrtentu 

untuk masyarakat berpengbasilan rendah, sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleb pemerintah; 

b. membcrikan izin dan rckomcndasi; 
c. mclaku.kan pembinaan dan pengawasan kincrja pcngelolaan air limbah 

domestik yang dilaksanakan oleb masyarakat, dan/atau operator air 
limbah domestik; 

d. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, 
kerjasama antar daerah kernitraan, dan jejaring tingkat kabupaten dalam 
air limbah domestik; dan 

e. menyusun dan menyelanggarakan sistem tanggap darurat dalam 
pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya. 
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Pasal 37 

(I) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau pcnanggung jawab SPAL-S skala 
komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke I Pl. T secara 
berkala dan terjadwal. 

(2) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPAL-T skala 
permukiman, atau skala kawasan tertentu wajib: 
a. melakukan pengolahan air limbah dornestik sehingga mutu air limbah 

yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah 
domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

b. membangun komponen SPALD- T sesuai dengan ketentuan teknis; 
c. membuat bait kontrol untuk mcmudahkan pengambilan contoh air 

limbah domestik; dan 
d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara 

periodik paling sedikit sekali dalam 6 ( enam ) bulan. 
(3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbab sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disampaikan kepada Bupati melalui Pera.ngkat Daerah yang memiliki 

tugas dan fungsi di bidang pengelolaan air limbah domestik. 

Setiap orang berkewajiban untuk: 
a. mengurangi kuantitas air limbab domestik dengan cara melakukan 

perrghematan penggunaan air bersih; 
b. mengelola air limbab domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau 

SPALD-T dengan mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan; 
c. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal 

bagi yang menggunakan SPAL-S; dan 
d. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan air limbah yang 

dikelola oleh lembaga pengelola SPAL; 

Pasal 36 

Bagi.an Kedua 
Kcwajiban 

c. mendapatkan lingkungan permukiman yang baik dan sehat dan terbebas 
dari pencemaran air limbah domestik; 

d. mendapatkan pelayanan pengelolaan air lim bah domestik; 
e. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air 

limbah domestik yang berwawasan lingkungan; 
f. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari air limbah 

domestik. 
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{ 1) Setiap orang yang meogetahui, menduga dan/ atau menderita kerugian 
akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam lregiatan pengelolaan air 
limbah domestik dan/atau perbuatan larangan daJam perda ini dapat 
meoyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Lurah/ Kepala Desa, 
Camat dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan pengelolaan 
air limbah domestik. 

Pasal 41 

Peran serta masyarakat dalam penyelcnggaraan SPALD meliputi: 
a. proses pengelolaan air limbah domestik; 

b. pemberikan saran, pcndapat, atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan 
air Jim bab domestik; 

c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertenru terkait 
dcngan pengolahan air limbah. 

d. melaporkan kepada PPNS dcngan adanya pengelolaan dan atau pengolahan 
air limbah domestik yang tidak sesuai ketenruan. 

PasaJ 40 

BAB VII 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

(1) Pemerintah daerah dapat mengenakao retribusi atas pengelolaao air limbah 
domestik. 

(2) Penyelenggaraan retribusi atas pengelolaan air limbah domestik mengacu 
pada ketenruan tcntang retribusi yang berlaku di Kabupaten Sarolangun. 

BABV! 
RETRlt!USI PENGEWLAAN AIR UMBAH DOMESTIK 

PasaJ 39 

Pasal 38 

( I) Setiap orang sebagai pcngclola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala 
permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan 
kepada petugas dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di 
bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja 

perusahaannya dan membaotu terlaksaoaoya kegiatan petugas tersebut. 
(2) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau peoanggung jawab SPALD-T 

skala permukiman atau skala kawasan tertcotu wajib memberikan 
kcterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila 
dimiota oleh pctugas dari Perangkat Daerah yang merniliki tugas dan 
fungsi di bidang pengelolaan air limbab domestik. 
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Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilakukan pada 
kegiatan antara lain: 

a. penyedotan lumpur tinja; 
b. pengangkutan lumpur tinja; 
c, pengolahao lumpur tinja; 
d. pengolahan air limbah domestik sistem setempat; 

Pasal 44 

PasaJ 43 

(!) Pemerintah Oaerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD 
dengan: 
a. pemerintah kabupaten/kota lain; 

b. badan usaha; 
c. lcmbaga donor; 
d. perguruan tinggi; dan 
e. kelompok masyarakat, 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dituangkan dalam bentuk 
perjanjiao kerjasama. 

(3) Tata cara pelaksanaan kerjasama scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABVIIl 

KERJASAMA 

( I) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) memuat 
informasi: 
a. identitas peogadu yang paling sedilcit memuat informasi nama, alamat, 

dao nomor telepon yang bisa dihubungi; 
b. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan 

pengelolaan Air Limbah Domestik; 
c. dugaan sumber dampak dao/ atau perbuatan da!am kegiatan pengelolaan 

Air Llmbah Domestik; 
d. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan 

pengelolaan Air Limbah Domestik; 
(2) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (!), wajib dirahasiakan oleh 

penerima pcngaduan. 

Pasal 42 

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat disampaikan, dengan 
cara tertulis. 
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(!) Pcmerintah daerah memberikan desinscntif kepada lembaga, badan 
dan/ atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan: 
a. tidak melaksana.kan kewajiban dalam peogelolaan air limbah domestik; 

dan/atau; 

b. pelanggaran tertib pcngclolaan air limbah domestik. 
(2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa: 

a. penghentian subsidi; dan/ atau 
b. dcnda da!am bentuk uang/barang/jasa. 

PasaJ 47 

Pasal 46 

(I) Peme.riotah daerah dapat membcrikan insentif kepada lembaga dan badan 
dan/ atau pelaku usaha yang mclakukan: 
a. praktik dan innovasi terbaik da!am pengelolaan air limbah domestik; 
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap Iarangan; dan 
c. tertib penanganan air limbah domestik. 

(2) Peme.rintah daerah dapat membe.rikan insentif kepada perseorangan yang 
melakukan: 
a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; 
b. pelaporan atas pelanggaran terbadap larangao. 

(3) lnsentif kepada lembaga. badan usaha dan perseorangan dapat berupa : 
a. pcmbe.rian pcnghargaan; dan/atau 
b. pemberian subsidi. 

BABX 

INSENTIF DAN DESINSENTIF 

Pasal 45 

Pembiyaan penyelenggaraan SPAW dapat bersumber dari : 
a. masyarakat; 
b. APBD; 
c. APBN; dan 
d. Sumber lain yang sah. 

BAB IX 

PEMBIAYAAN 

e. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat; dan 

f. penelitian dan pengembangan pengdolaan air limbah domestik. 
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Setiap orang dilarang: 
a melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat 

tanpa izin; 

BABXIll 
LARANGAN 

Pasal 51 

BABXD 
PEMBINMN OA.N PENGA.WA.SA.N 

Pasal 50 
(1) Pelaksanaan pembinaan atas pengelolaan air limbah domestik dilakukan 

oleh Bupati sesuai kewcnangannya; 
(2) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh 

Perangkat Oaerah yang memilik.i tugas dan fungsi di bidang pengelolaan air 
limbah domestik. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan 
atas pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 49 
(I) Pengelola air limbah domestik dengan SPALO-T, seJain izin pengelolaan air 

limbah domestik wajib mendapatkan izin lingkungan. 
(2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

perundang-undangan. 

BABXI 
PERIZI.NAN 

Pasal 48 

( l) Operator air limbah domestik wajib memiliki izin pengelolaan air limbah 
domestik dari Bupati. 

(2) Pengelolaan SPALO-S terinregrasi dengan izin mendirikan bangunan. 
(3) Bupati dapat menolak permobonan izin sebagaimana dimaksud pada ayar 

(I) dan ayat (2) apabila: 
a. persyaratan yang diajukan dalam pennobonan izin mengandung cacat 

hukum, kekeliruan, penyalabgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau 
pemalsuan data, dokumen, dan/atau infonnasi; 

b. kewajiban yang tclah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air 
limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha 
dan/ a tau kegiatan. 

(4) Ketentuan lebih Janjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraruran Bupati. 
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KETENnJAN PENYIDTKAN 

Pasal53 

(1) Selain Peoyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Oaerah diberi wewenang kbusus 
unruk melalcukan penyidikan tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

(2) Dalam melaksaaakan tugasnya. Pcnyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat {I) berwenang: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan at.au 

laporan berkenaan dengan tindak pidana; 

BAB XV 

(1) Setiap orang dan/atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 dikenakan sanksi administratif. 

(2) Sanksi admiaistratif scbagaimaaa dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. paksaan pemerintah; 
c. pembekuan izin; dan 
d, pencabutan izin. 

(3) ketenruan Jebih lenjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi 

administratif scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 52 

BABXlV 

SANKS! ADMlNlSTRATIF 

b. me.nyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi 

pengolahan air limbah setempat; 

c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat 
menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak 
yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah 
domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat; 

d. menyalurkan air Jim.bah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya 
tanpa dilakukan pengolahan; 

e. menambah atau mcrubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa 

izin; dan/atau 
f. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin. 
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Setiap operator air limbah domestik yang melakukan pengelolaan air Jimbah 
domestik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, 
diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau dcnda paling 
banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 

BABXVI 

KEJ'ENTUAN PIDANA 

Pasal 54 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengcnai tentang 
kebenaran perbuatan yang diJakukan sehubungan dengan tindak pidana; 

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti 
pembulruan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melalrukan 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

f. meminta bantuan teoaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana; 

g. menyuruh berhenti, me!arang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan mcmcriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang d.ibawa sebagaimana dimaksud 

pada huruf c; 
h, memanggil orang untuk didengar kcterangannya dan diperiksa scbagai 

tersangka atau saksi; 
i. mengheotikan peoyidikao setelah mendapat petunjuk dari penyidik 

POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukao 
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI 
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau 
keluarganya; 

J· melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

13) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (!), memberitahukan dimulainya 
pcnyidikan dan mcnyampaikan basil penyidikaonya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai 

dengan kctentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana .. 
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NOMOR REGJSTRASJ PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 

PROVINS! JAMBJ: ( 9 /2017) 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2017 NOMOR 9 

THABRONTROZALI 

Ud 

Diundangkan di Sarolangun 
pada tanggal 18 Desember 2017 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, 

CEKENDRA 

Ud 

Ditetapkan di Sarolangun 
pada tanggal 18 Desember 2017 

BUPATI SAROLANGUN, 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 56 
Peraturan Daerab ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini de.ngan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Saro Ian gun. 

BABXVID 

(2) Semua peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan 
Undang-Undang ini harus diselesaikan paling tambat I (satu) tahun sejak 
diundangkannya Peraturan Daerab ini, 

( 1) Pada saat Peraturan Daerab ini mulai berlaku, semua peraruran 
pelaksanaan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah 

dikeluarkan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
Peraturan Oaerah ini. 

Pasal 55 

KETENTUAN PERALlHAN 

BAB XVTI 
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I. UMUM 
Undang-Undang Dasar 1945 mcngamanatkan bahwa Masyarakat berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehar, Oleh karena itu pemerintah wajib 
mengupaya.kan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh 
masyarakat, Lingkungan hidup perlu dilindungj dari kemungkinan terjadinya 
pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, saJah 
sarunya adalab air limbah domcstik yang berasal dari usaha dan/atau 
kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, aparternen, 
dan asrama Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan bail< dapat 

mencemari badan air dan menyebabkan water borne disease (penyakit yang 
ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat 
kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan. 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Llngkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah 

menjadi pcnting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam 
rnenjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkuttgan hidup, 
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidaog 
air limbah khususnya terkait pcngelolaan dan pengembangan sistem air 

limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan 
konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dasar tersebut, maka perlu ada 
Peraturan Daerab yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik 
yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbab terpusat maupun 
seteropat, Dengan berlalrunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat 
terwujud lingkungan yang sehai melalui kesadaran dan kepedulian 
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan 
lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik. 

PENGELOLAAN A1R LIMBAH DOMESTIK 

TENTANG 

NOMOR 9 TAHUN 2017 

PE:NJE;LASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 
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Huruf e 
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa materi 
muatan dalam peraturan dacrah barus mencerminkan keadilan 

secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerab, 
lintas generasi,.maupun lintas gender. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa 

ketidakpastian mengenal dampak suatu usaha dan/atau kegiatan 
karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 
bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah 
meminimalisasi atau menghindari an.ca.man terhadap pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan bidup. 

Hurufd 
Yang dimaksud dcngan "asas efektifitas" adalahlandasan dalam 
bcrtindak, bcrtingkah laku, dan mcrumuskan kcbijakan yang 
efektif dalam peogelolaan air limbah dan dapat meoyelesaikan 

permasalahan pengelolaan air limbah. 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah adalah 
bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan 
hidup yang baik dan sehat, 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa 
perlindungan dan pengelolaan linglcungan hidup dilakukan dengan 

mcmadukan bcrbagai unsur atau menyinergikan berbagai 
komponen terkait. 

Hurufc 
Yang dimaksud dcngan •asas keberlanjutan" adalah bahwa 
Masyarakat mcmilrul kcwajiban dan tanggungjawab terhadap 
gcncrasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi 
dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan 
memperbailri kualitas lingkungan hidup. 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
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Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jeJas. 
Pasa.1 5 

Cukup jetas, 
Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Culcup jclas. 
Pasal 8 

CUkup Je)as. 

Pesa.I 9 
Culcup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jclas.. 

PasaJ 12 
Cukup jelas, 

Pasal 13 
Cukup jclas.. 

Pasal 14 
Cukup ;clas. 

Pasal 15 
Cukup jeJas. 

Pasal 16 
Cukup jclas.. 

Hurufg 

Yang diJDaksud dengan •asas parnsipatif" adalah bahwa setiap 
anggota masyarnlau didorong un tuk berperan aktif dalam p,oscs 
pengambilan kepurusan dan pelaksaoaan pcrlindungan dan 

pengelol.aan lingkungan hidup be.ii< seeara Jangsung maupun tidal< 
Jangsung. 

Huruf b 
Yang dnnaksud dcngan •asas kebermanfaatan" adalah bahwa 

segala usaha. dan/ atau kcg,atan pengclolaan limheb domestik yang 
dilaksanakan discsuaikan dengan daya dulcung lingkungan bidup 
untuk pcoingkatan lccsejahterann ma.syarakat dan hariau manusta 

• 
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Pasal 32 

Cu.kup jelas, 

CukupJdas. 

Pasal 31 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jetas, 

Pasal 2'l 
Cukup jelas, 

Pasal 28 
CUkup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jetas, 

Pasal26 
Cukup jelas, 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
CUkup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Culcup jelas.. 

Pasal 20 
Culrup jelas 

Pasal 19 
Cukupjelas 

Pasal 17 
CUkupjdas. 

Pasal 18 
Cukup jclas. 
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Cukup jelas. 

Pasal 46 

CUkup jelas, 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jclas. 

Pasal 44 

Cukup jelas, 

Pasal 43 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukupjdas.. 

Cukup JClaS. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Cukup jelas, 
Pasal 39 

Pasal38 

Pasal 37 

Cukup jclas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jclas. 

• 
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Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Pasal SO 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 48 


